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PERATURAN DAERAII KABUPATEN KUDUS
NOMOR ¢ TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDLUS,

bahwa dengan dundanghannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 entang
Pemerintahan Daeralh dan  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah, maka pemberian Izin Bidang Industri merupakan kewenangan

Pemerintah Kabupaten ;

bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan. pengawasan, dan pengendalian
terhadap mdustrn serta guna pelaksanaan pemungutan retnbusy, perlu mengatur
retribust Jzin Bidang Industri ;

bahwa schubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan Petalusan Dacral |

Undanp-undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah
Kabupaten dalam Lingkangan Propinsi Jawa Tengah |

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Neoara Lahun 1981 Nomor 76, 'Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wayib Dattar Perusahaan (I embaran
Negara Tahu 1932 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214} ;
Undang-undang Nomor § Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran  Negara
‘Tahun 1¥84 Nomor 22, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 wentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 );

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(T.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Tembaran Negara Nomor
3685). scbagaunana divbah dengan Undang-undang Nomor 34 ‘Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
ey -
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17.

Memperhatikan

ra

Utldimg.-m‘ldamg, Nomor 23 Tahun 1997 i

. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidu

gégr;\f)aran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan T.embaran Negara Nnmor;
¥

L{nM\g-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
egara Tabhun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewgnangan Pengaturan,

Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2330) ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran

Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor £4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;'

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

. Keputusan Presiden Nomor 16 Talun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin

Usaha Industri

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah. dan Rancangan Keputusan Presiden

. Surai Kepuiusan Menteri Perindusirian Nomor 148 / M / SK / 7 / 1995 teniang

Penetapan Jenis dan Komoditi Tndustri vang Proses Produksinya tidak Merusak

ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam
Secara Berlebihan .

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep /
10 / 1999 tentang Ketenman dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industd, Izin
Periuasan dan Tanda Daftar Incdustri ;

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyederhanaan dan
DPengendalian Perizinan di Bidang Usaha

2. Kepumsan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8
Juli 2002 Nomor 172/19/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Bidang Industri  untuk
diietapkan menjadi Peraturan Daerah :



Menetapkan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN
BIDANG INDUSTRI

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perataran Daeral ini yang dimaksud dengan :

1.

2

(=2}

=3

Dacrah adalah Kabupaten Kudus :

. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;

Bupati adalah Bupati Kudus ;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus |

Instansi vang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana
Peraturan Daerah 1m ;

Kepaia Insiansi yang ditunjuk adaiah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus vang ditunjnk oleh Bupati dan
discralu tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;

Industri adalah kegiatan ckonomi vang mengolah bahan mentah, bahan baku,
barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
rekayasa indusui ;

Perusahsan Indusini adalah perusahaan vang melakukan kegiatan di bidang

usaha industri vang berbentuk perorangan atau badan vang berkedudukan di
Kabupaten Kudus .

Badan adalak sckumpulan orang dan alau modal yang merupakan kesatuan
yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
pereercan lamnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerzh dengan nama dan
dalam bentik apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
vavasan, lembaga, serta bentuk vsaha tetap lainnya

10. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, vang meliputi

kelompok industri hulwdasar, kelompok industri hilir, serta kelompok industri
kel |
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. Komeoditi Industri adalah suatu

Jerus Industy adalah bagia

0 suatu cabang industry i ciri
yanp sam 2 . . 1 yang mempunyai ciri k
g sama dan / ajay hasilnya bersifat akhir dalam proses pm(fuks}i,; L

IHCTllp P

\ roduk akhir dala i
akan bagian dari jenis industri m proses produksi dan

k)

Azin Bidang Industri ad

alah Izin yang diberikan kepad ibadi
yang ety Lo | s tpada orang pribadi atau badan
g ustri, Izin Perluasan Perusaha i
Tanda Dafiar Industyi serta Persctujuan Prinsip ; o
Lzin Usaha Industri adalah izin

yang diberikan kepada ‘ibadi
untuk menditikan feckiiiian B opada orang pribadi atau badan

industri ;

izdlil hi’er_lufasan Perusahaan Industri vang selanjutnya disebut Izin Perluasan

1 14n yang diberikan kepada orang pribadi atax badan yang telah

mempunyai Izin Usaha Industri yang melakukan penambahan kapasitas

i:‘f\fﬁ(zz melebihi 30'% ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah
zinkan : ;

Tanda Daflar Industri adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau
badan untuk mendirikan perusahaan industri vang termasuk dalam kelompok
Industri Kecil ;

?erscm.juan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan
industri untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan  dan usaha
pembangunan, pengddaan dan pemasangan sarana produksi serta sebagai

pessyaratan untuk memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan
vang berlaku ;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada crang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemantaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana

alau fasilitas ierientu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan ;

19. Retribusi Izin Bidang Industri adalah pembayaran atas pemberian izin bidang

industri vang meliputi Izin Usaha Industri, 1zin Perluasan Perusahaan Industri,
dan Tanda Daftar Industri kepada Wajib Retribusi ;

20. Wajib Reiribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

1
PR

perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atas pemotong retribusi tertentu |

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkAat bI\RD adalah
surat ketetapan retribusi vang menentukan besarnya pokok retribusi |

22. Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

unink melakukan tagihan retribust dan atay sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda ;
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:‘}1’&)’;-“-‘@311 Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjumya disingkat
¢ B adalab sura ketotapan retribusi yang menentukan Jumlah kelebihan

pcn?h.‘nnr;m retribusi Karena jumlah kredit refribusi lebih hesar daripada
rettibusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang,

BAB I
IZIN BIDANG INDUSTRI

Bagian Pertama
Lein Usaha Industri dan Persetujuan Prinsip

Pasgal 2
(1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

(2) Perusahaan Indu.?lri‘ sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan industri
yang mempunyai milui investasi seluruhnya di stas Rp200.000.000,- (dua ratus
Juta vupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

(3) 1zin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sclama Perusahaan

Industri yang bersangkutan beroperasi, dan sctiap 5 (limg) tahun sekali wajib
mcelaksanakan daftar ulang Izin Usaha Industri.

(4) Tatacarn pemberian [zin Usaha Industri diatur lebih lanjut olch Bupati.
Pasal 3

(1) Untuk memperoleh [zin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.

(2) Persctujuan Prinsip scbagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada
Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan
usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana produksi yang
diperlukan, serta sehagai persvaratan untuk pengajuan izin-izin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Persctujuan Prnsip berlaku sclama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
scjak tanggal diterbitkan dan bukan merupakan i1zin untuk melakukan produksi
Lomersial,

(4) Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud ayat (3), pemohon/
petucpang persclujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan dan sarana
produksi serta belum memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum.

(5) Tatacara pemberian persetujuan prinstp diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 4
(1) Tzin Usaha Industi dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin tanpa

melalui tahap persetujuan prinsip, apabila perusahaan industri tersebut
memenuhi ketentuan sebagai berikut



& perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri yang ‘telah

memitiki izin, alau
Jenis dan komaoditi vang proses produksinya tidak merusak ataupun

membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam
secara berlebihan,

h,

(2) Jenis dan komoditi scbagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur Icbih lanjut
oleh Bupati,

Pnsal 5

1zin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri vang Kegiatan usaha

indughin}'a berlokasi di lahan peruntukan Industri dan telah sclesai membangun
pabrik serta sarana produksi.

Bagian Kedua
Izin Perluasan Perusahaan Industri

Pasal 6

(1) Perusahaan Industri vang telah memiliki Izin Usaha Industri yang melakukan
perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
diizinkan, diwajibkan mengajukan permohonan Izin Perluasan Perusahaan
Industri,

(2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan
petluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
diizinkan, tctapi nilai investasi scluruhnya tidak melebihi Rp 200.000.000.- (dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan diwajibkan mengajukan
permohonan 1zin Perluasan Perusahaan Industri.

(3) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan
perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
duzinkan, yang mengakibaikan nilai investasi seluruhnya melebihi
Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha Industri.

(4} Tatacara pemberian Izin Perluasan Perusahaan Industri diatur lebih lanjut oleh

Bupati.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Industri

Pasal 7
(1) Perusahaan Industri dalam kelompok industri kecil vang tidak diwajibkan
memperoleh Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib

melaksanakan pendaftaran indusiri.

(2) Perusahaan indusiri yang melaksanakan pendafiaran industri sebagaimana
dimaksud avat (1) diberikan Tanda Daftar Industri.
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3) P

'r:msahaan Industei sebagaimana dimaksud
yang mempunyai nila

ayat (1) adalah perusahaan industri
(dua rats jnt

‘ i‘ investasi seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,-

A rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

() Tanda Daftar Industri seba
perusahaan industyi
sckali wajib melaks

GT

gaimana dimaksud ayat (2) berlaku sclama
yang bersangkutan beroperasi dan setiap § (lima) tahun
anakan daftar ulang Tanda Daftar Industri,

atacara pemberian Tanda Daftar Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati,

Bagian Keempat
Persyaratan Perizinan

Pasal 8§

(8 U.muk memperoleh [zin Usaha Industri dan Tanda Daflar Industri sebagaimana
dimaksud Pasal 2 avat (1) dan Pasal 7 ayat (2), orang pribadi atau badan

mengajukan permolionan secara tertulis kepada Dupati atau Instansi yang
ditunjuk.

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri ;

a. fotocopy KTP;
b. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
¢. fotocopy keputugan perizinan yang berkaitan dengan pendirian perusahan

[v8
d. fotocopy persetujuan prinsip, bagi perusaliaan yang diwajibkan untuk
mengajukan persetujuan prinsip.

Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Dafiar Industri yang melakukan
perluasan sebagumana dimaksud Pasal 6 ayat (3) harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk dengan
melamnirkan

a. dafiar sarana dan prasarana produksi yang diperluas
b. fotocopy dan Asli Tanda Daftar Tndustri.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Izin Perfuasan Perusahaan Industri schagaimana dimaksud
Pasal € avat (1), erang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
a. fotocopi Izin Usaha Industi atau Tanda Daftar Indusri :
b, rencana perluasan industri.

(3) Untuk peruszhaan selain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), wajib
memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

(4) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih
lanjut olch Rupati.
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) y oo
(2) Permohonan schagaiman

Pasal 10

1 Intyk ! .
Nk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1),

f""‘"\ﬂ pt lbaxﬁ atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
atau Instansi yang ditunjuk,

» . a dimaksud ayat (1) dilampiri :
. fotocopi KTP
b. fotocopi akta pendirian perusahaon bagi perusahaan yang berbadan hukum,
BAB 111
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pemegang 17in wanb

- mentaati kewajiban sghagaimana tercantum dalam izin ;

1
i. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4

nelaporkan perkembangan perusahaan industri setiap tahun ;

- melaporkan apabila perusahaan industri melakukan pemindahan lokasi dan atau

penggantian hak milik perusahaan tanpa persctujuan tertulis,

Pasal 12

Pemegang Izin dilasany

1.

2

melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam izin vang diperoleh

. menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan uszha industri

terhadap lingkungan hidup meiampaui batas baku mutu lingkungan.
BAB IV
PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan Industri, dan Tanda Daftar Industri
dapat dicabut apabila ;

L.

-
P

3
4.

menmmbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum |

. pemegang izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan

i2;

1zm dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ;

tidak menyampaikan nformasi industri atau dengan sengaja menyampaikan
informasi industri vang tidak benar.
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BARV
NAMA, OBYEK DAN SUBY FK RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Bidang Industri

Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas
pelayanan Izin Ridang Industri.

Pasal 15

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Bidang Industri oleh
Pemermtalh Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.

(2) Obyek Retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
a.  Izin Usaha Industri ;
b. Izin Perluasan Perusahaan Industri :
¢. Tanda Daftar Industri ;
d. Dattar Ulang Izin,
Pasal 16

(1) Subvek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelavanan
Izin Bidang Industri.

(2) Tidak termasuk Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
Perusahaan Industri dengan nilai investasi di bawah Rp. 10.000.000,- (scpuluh
Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, kecuali apabila dikehendaki
olch Perusahaan Indusin yang bersangkulan.

BAB VI
COLONGCAN RETRIBUSI
Pasgal 17
Retribusi 17in Ridang Tndustri termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB VI1
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasai 18

Tingkal penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Bidang Indusin diukur

berdasarkan jumlah i7in vang diberikan, jumlah perusahaan, kelompok dan jenis
industri,
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BAR VINI

y - g
s“rg;\ STP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
YIRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasal 19
(1} Prmegp ¢
) P dan racaran  dalam penctapan strukmir besarnya farf retribus

dimak ; ‘
!"’:ﬂzm!::km untuk menutup scbagian atsu schuruh bisva penyclenggaraan

(2} Bi : '
) Ei"’}_"’ “hagﬂlmqu dimaksud avat (1) meliputi komponen biava survei dan
¥3 transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biava
Pembinaan dan biava administrasi.

BABIX
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 20

(1) Struktur dan besarnya tarif Retibusi lzin Bidang Industd dibedakan
berdasarkan jenis perizinan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai beriku :

a  Retribusi Tzin Usaha Industri. sebesar Rp300.000,- (figa ratus ribu rupiah)
per perusahaan

b. Retribusi Tanda Daftar Industri. sebesar Rp50.000,- (lima puluh rupiah) per
perusahaan ;

¢. Retribusi Izin Perluasan Perusahaan Industri bagi Perusahaan Industri yang
telah memiliki Izin Usaha Industri sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) per perusahaan ;

d. Retribugi Izin Perluasan Perusahaan Industri bagi Perusahaan Industri yang
telah memiliki Tanda Dafiar Industri, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) ;

¢. Daftar Ulang lzin sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarip
sebagaimana dimaksud huruf a dan b.

BAB X

WILAY AH PEMUNGUTAN

Wilayah pemungutan retribust adalah Daerah Kabupaten Kudus.

BAB XT
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 22

Saar retribusi terutang adaiah pada saai ditctapkannya SKRD atau dokumen lain yang

Aincrgamalan
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BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUST
Pasal 23
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Rcmbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau i et
dipersamakan.

Hasil pemungutan retribust scbagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas

Dacrah sesuai peraturan perundang-undangan yang ber faku,

Tatacara pemungutan retribugi diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XIII
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 24
Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

Tata cara pembavaran, penyetoran, dan tempat pembayaran  retribusi diatur
lebih lanjut oleli Bupati.

Pasal 25

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 diberikan tanda bukfi
pembayaran,

Seiiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Dentuk, isi. kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

BARXIV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26
Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembavaran retribusi,
maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran,
peringatan atan surat lain yang sejemis.
Dalam jangka wakiu 7 (iujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau

peringatan atau surat lain yang scjenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribust
terutang dan dikenakan sanksi administrasi.



Pasal 27

Rentuk s N , , .

untuk ']u;:‘ feguran. peringatan atau surat lain vang sejenis vang dipergunakan
Pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BABXV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
dari besarnya retribusi terutang vang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD. o

BABXVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati atay Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.

(2) Tatacara pengwangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud avat (1) diatur Icbih lanjut oleh Bupati.

BAB XYVl

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

(1) Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

3. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
Lekeliuan dalam penerapan peraturan perundang-undingan retribusi
dacrah;

b, pengurangan atap pembatalan ketetapan retribusi vang tidak benar ;

¢ penguangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan
kenaikan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau  pembatalan ketetapan,
pengurangan ataw  penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) harus disampaikan sccara tertulis ofch Wajib Retribusi kepada Kepala
Lf}sransz yang ditunjuk selambat-lambamya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diferimanya SKRD alau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan
memberikan  alasan yang jelas dan mevakinkan untuk mendukung
perimohonanitya.
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(3) ]'ahca‘rq '
4 A c
alay Pengir;nnbem}m Pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan
840 sanksi adminisirasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

2 I,J AUk perhitungan pengembatian Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib
tetribusi harug mengajukan permohonan sccara tertulis kepada Bupati atau
Kepala Instansi vang ditunjuk.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelcbihan pcmba)fgra.q
retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi
dan atau sanksi adminisicasi berupa bunga.

yang berhak atas kelebihan

3) Ata ; i imaksud ayat (2), )
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( - pembayaran  reribusi

pembayaran terscbut dapat diperhitungkan deng
selaqjutnya,

Pasal 32

(1) Tethadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dﬂakul'(an
perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 31, diterbitkan SKRDILB pa_lmg
lambat 2 (dua) bulan sejak ditcrimanya permohonan pengembalian kelcbihan
pembayaran retribusi,

(2) Kelcbihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1), dikcn_:ba]ikan
kepada Waiib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB.

{3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi vang dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Instansi vang ditunjuk
memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

(1) Atas perhitungan  scbagaimana dimaksud Pasal 32, diterbitkan  bukti
pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.

(2} Pengs:_nb.?l.‘an sebagaimana dimaksud Pasal 31, dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.



(1)

(1)

(1

(2)

4

BAB XIx
KADATLI TWARSA

Pasal 34

Hak upp, :

mt‘!ampatlk- Menagih retribus; maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah
it o o Wakiu 3 (iga) tahun terhitung scjak diterbithannya Surat

1-.3,1'“';“”{ ecuali. apabila Wajib Reiribusi melakukan tindak pidana di bidang

I:ada!,“w"'ma penagihan retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
i}. diterbitkannya Surat Teguran, atau

+ ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun
an Keputusan Penghapusan

Bupati atau Kepala Instansi vang ditunjuk menetapk
pala In 81 yang Y bagﬂimﬂ“a dimaksud ayat

Piuiang Reiribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa s

().
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajiban schingga merugikan
) bulan atau

keuangan Daersh diancam pidana kurungan palix}g lama 3 (tiga
denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah retribusi yang terutang;

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.
BAD XXI
PENYIDIKAN
Pasal 36

Pejahat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah.
Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud avat (1), adalah :

menerima, mencari, mengumpulkan, dan mencliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
{aporan terscbui menjadi lengkap dan jelas |

.

b mencliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang Kkebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan
sngan tindak pidana retribusi .

memmia keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

(x]



o=

h.

memen i

it ﬁ"‘(‘m "’Uk.u-huku\ catatan-caiatan, dan dokumen lain berk
AN tndak pidana di hidang retribugi -

mel ( 3

’ {n:hkukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pcmbu{(

l@cagatm dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan peRy!

tethadap bahan pyjy; tersebut ;

' xh tin

meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas ponyidikan

Pedana di bidang retribus; -
ggalkan ruang

dan memerik

menyurih berhenti dan atau melarang seseorang m""g
angsun : |
@ a dimakst

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berl it
wentitas orang dan atau dokumen yang dibawa scbagal

hueuf ¢ tersebut di atas ;
dak pidana retribusi ;

memotref sescorang yang berkaitan dengan i
sebagal

an diperiksa
memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan dipe
tersangka atau saksi ;
menghentikan penyidikan ;

. idikan tindak
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pcx:iyldg:: ggunng-
pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipc
Jawabkan ;

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Perselujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industr.i sebelum
ditctapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah sa'tu
syarat untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) lzin Usaha Industr1 dan Tanda Daftar Industri vang telah diperoleh perusahaan
mdustri sebelum ditetapkannya Peraturan Dacrah i dinyatakan tetap berlaku
dan wajib melakukan dafiar ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini

(3} Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri yang pada
saai ditetaphannya Peraturan Dacrah ini masih dalam tahap penyelosaian. maka

diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal vang belum diany

Yang latr dalam Peraturan Daerah inj "
T ' - ; acran Separyar i
poassanaannys akan diatur lebih lanjut olh Bupati cparjang  mengenaj
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Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

g%i ;c'qu ‘orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangag Pcr‘amr;m
erah ini. dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.
- -~ aPen it ,‘
J v Parsd
.  \ ] QA(\' Digahkan di Kudus
o i H jj‘} pada {anggal g Juli 20
\: A \ UPATI KUDUS:
\\_ \ \ >
‘ MUHAMMAD AMIN M UNAD
Diundanekan & Nuchus
pada tanggal ) Juli 2007
SERRETARIS DAERAH KABUY ATEN KUDUS,
AL p ‘/"l J .
- {
HERU SUDTATMORO |
~ OR 15
i — TUN 2002 NOM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KupUS TAL



(3]

Pasal 1

Pasa] 2
Ayat (1)

Ayal (2) 8.
Avat (4)
Pasal 3
Pasaji 4
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasai 5
Pasal 6sd
Pasal 39

Cukup jelas

Diwajibkan 1.
o AlbRan T g ,
ndustri bary adalah ha Indusey bagi sctiap pendirian perusahaan
Preventif yang 4, Merupakan pengarahan dan sekaligus tindakan
Pcmbanglfmn by dp - fjl]i!kukan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga
S680ai dengan ey Ustrl tetap dapat dilaksanakan secara konsepsional
{ ang ;
Cukup jelas 16ana yang telah ditetapkan,

Cukup jelas

Jerug Perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan
sebagai langhah penyederhanaan di bidang industri khususnya bag
ﬂfﬁﬂlﬂahaan industri vang berlokasi di Kawasan Industri termasuk
Kawasan Derjkat yang melaksanakan kegiatan pengolahan atau bagi
Perusahaan industri yang jenis, komoditi, ataupun proses produksinya
tdak  merusak ataupun membahayakan lingkungan dan tidak
menggunanakan sumber daya alam sccara berlebihan.

?cnaan adanya langkah penyederhanaan ini, maka kepada pengusaha
industri yang memenuhi kefentuan criteria terscbut di atas, dapat
langsung  diberikan Izin Tsaha tanpa diwajibkan melalui tahap
memiliki Persetujuan Prinsip terlebih dahulu, tetapi cukup dengan
membuat Surat Pernyataan.

Apabila pemegang Izin Usaha Industri dalam jangka waktu tertentu
tidak merealisasi pembangunan pabriknya, maka Izin Usaha Industri
tersebut batal dengan sendirinya.

Cukup jelas

Keienluan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi
di lahan peruntukan industri, sehingga dengan demikian pengendalian
dampak lingkungan akibat kegiatan industri semakin terkendali.

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR AN DAERAH KARUPATEN KUDUS NOMOR . 2,



ATAS
RAHKAB
NOMOR ¢ T AHU&%EN KUpus

TENTANG
RETRIBUST 1IN pipANG INDUSTRI

I PENJELASAN umup

I%ﬂnbangunan .
masyarakat harus me ckonomi Yang didasarkan kepada demokrasi menentukan bahwa
Oleh Karenanya, m;nkzgagg peran aktif dalam kegiatan pembangunan.
terhadap PmU‘mbuhan o emerintah bcrk(?wajiban memberikan pengarahan dan bimbingan
onomi serta menciptakan iklim schat bagi perkembangan dunia usaha,

sebaliknya dun; i
Sibirni 12 tusaha perlu memberikan langgapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta
m tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Untuk - menun; i
jang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan
E&‘;ﬁﬁ%};ﬂaﬂ dan hasﬂ-hasi!nya, Stabilitas nasional pada umumnya dan Kabupaten Kudus pada
. onva yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ckonomi yang cukup tinggi,maka perlu
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan
Peranan.yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu
memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk
mamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara

Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan
secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke
bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu system perizinan dapat
dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi

yang langka.
Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah

mengarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara schat dan mantap. Dengan iklim
usaha industri seperti itu diharapkan industri dapat memberikan rangsangan vang besar dalam
menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Bahwa schubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan
pembinaan, pengarahan, dan bimbingan terhadap industri di Kabupaten Kudus periu menyusun
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.17
11:11:41 +07'00'
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